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PENGARUH PENERAPAN BIAYA JASA PELAYANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PADA 
BANDAR UDARA MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
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Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima


Abstract. 
This study aims a). To determine the application of service fees to increase revenue at Muhammad Salahuddin Bima Airport. b).   To determine the application of the principle of passenger services at Muhammad Salahuddin Bima Airport. To get an overview of the Application of Service Fees to Increase Revenue at Muhammad Salahuddin Bima Airport, the type of research used is Associative Research. The population in this study is, Treasurer Receipt as much as 1 person and Passengers as much as 175 (August 2010).  So the total population of 176 people. the sample in this study was 25% x 176 people = 44 people. Meanwhile, the sampling technique in this study is done by simple random sampling. The results of this study are known a). the imposition of service fees to increase revenue at Muhammad Salahuddin Bima Airport has a significant effect, and this will affect non-tax state revenue at Muhammad Salahuddin Bima Airport. b). The application of the Principles of Passenger Services at Muhammad Salahuddin Bima Airport has been carried out very well, this is based on an average respondent assessment of 68.94%.
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Abstrak. 
Penelitian ini bertujuan a). Untuk mengetahui penerapan biaya jasa pelayanan terhadap peningkatan pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. b).   Untuk mengetahui penerapan prinsip pelayanan jasa penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Penerapan Biaya Pelayanan Jasa Terhadap Peningkatan Pendapatan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah, Bendahara Peneriman sebanyak 1 orang dan  Penumpang sebanyak 175 (Bulan Agustus 2010).  Jadi total populasi sebanyak 176 orang.  sampel dalam penelitian ini adalah 25 % x 176 orang = 44 orang. Sementara itu tehnik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan secara simple random sampling. Hasil penelitian ini diketahui  a). pengenaan biaya jasa pelayanan terhadap peningkatan pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima berpengaruh signifikan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan negara bukan pajak di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. b). Penerapan Prinsip Pelayanan Jasa Penumpang Pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima telah dilaksanakan dengan sangat baik hal ini berdasarkan penilaian responden rata-rata 68,94%.
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LATAR BELAKANG
Bandar Udara (Bandara) merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai pintu gerbang suatu daerah, yang menghubungkan daerah yang satu  dengan daerah lain. Bandara mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan, kelancaran serta keselamatan penerbangan, dalam rangka menunjang operasi pesawat udara, untuk memperlancar arus penumpang dan barang, baik yang berasal dari daerah itu ataupun menuju daerah itu. Lancar dan amannya pergerakan pesawat pada suatu bandara sangat dipengaruhi oleh cuaca  dan sumber daya manusia baik itu tenaga operasional maupun tenaga tata usahanya dan fasilitas- fasilitas peralatan pendukung di bandara itu.
Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima merupakan pintu gerbang utama yang dapat menghubungkan propinsi  Nusa Tenggara Barat dengan daerah-daerah lain serta mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan roda  pembangunan. Menghubungkan pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Barat.  Guna mengoptimalkan peranan strategisnya dalam pemberian pelayanan pada pengguna jasa angkutan udara, maka sangat diperlukan peningkatan diperbagai bidang, diantaranya peningkatan dibidang fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan fasilitas keselamatan penerbangan demi terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak pada    Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. 
Dengan pemikiran memaksimalkan pemberian suatu pelayanan pada masyarakat pengguna jasa penerbangan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima ini, maka akan berhubungan juga dengan kontribusi penerimaan pendapatan terhadap pelayanan di lingkungan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. Baik pelayanan jasa maupun pelayanan servis, tersedianya pembayaran jasa pelayanan pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) untuk menunjang kelancaran pembayaran terhadap kebutuhan bagi pengguna jasa di Bandara Udara, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, pelayanan jasa atas Pengguna Bandar Udara di luar jam Operasi, sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di Bandar Udara, sehingga nantinya akan memberikan peningkatan pendapatan pada Bandar Udara khususnya dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.  Dilihat dari masalah yang ada yang merupakan kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan bandar udara muhammad salahuddin bima,dimana pada tiap-tiap pelayanan dilingkungan tersebut terdapat beberapa hal diantaranya,tarif atas jenis penerimaaan negara bukan pajak dan berlaku pada departemen perhubungan khususnya.
Dari pendapatan pelayanan yang dimaksud akan terdapat sumber penerimaan negara bukan pajak dimana dihasilkan dari pelayanan pada bandar udara muhammad salahuddin bima,yang merupakan suatu ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2000, tentang tarif atas jenis pemerintah bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. 
KAJIAN TEORITIS
Pengertian Pelayanan
Kegiatan pelayanan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka  memperlancar semua aktivitas didalam suatu organisasi. Bahwa dalam setiap kegiatan perkawinan pun harus membutuhkan sistem pelayanan yang baik agar aktivitas usahanya tetap berjalan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu  apa yang dikatakan Buchari Alma (1999;25) bahwa kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menentukan maju mundurnya suatu organisasi tersebut..
Berkaitan dengan itu maka dapat diartikan bahwa  pelayanan adalah merupakan  suatu rangkaian aktivitas dalam melayani para masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan, dengan menunjukkan sikap yang ramah dan sopan, sehingga para masyarakat merasa senang dan puas terhadap pelayanan tersebut. Atau dengan kata lain  pelayananan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam melayani masyarakat secara umum sesuai dengan tingkat kepentingan yang berbeda, berdasarkan prosedur tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah setempat. Menurut Monier (2000:16-17) mengemukakan :’’pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.’’ Soe’oed dalam Darwamansyah (2001 ;12) menjelaskan : ’’pelayanan berasal dari kata layanan :membantu/ menyiapkan,mengurus apa–apa yang diperlukan seseorang(sifat jasa /benda).
  Pengertian pelayanan menurut Poerwadarmita adalah ’’Menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain (tamu,pembeli,dsb).Melayani misalnya ,yang tamu-tamu adalah gadis-gadis remaja yang berpakaian kebangsaan,beberapa orang perawat,dokter yang sedang membedah,pedagang harus pandai membeli, pembalas (penyambut) tantangan, ajakan, serangan, dan sebagai berikut mengindahkan misalnya hinaan orang idak sekali-kali dilayaninya ia tidak mau kehenak pemuda itu.Memakai(menggunakan dan sebagai berikutnya) suatu alat seperti mesin,meriam dan sebagainya (makanan dan sebagainya pada tamu sebagainya menyajikan,menyuguhkan.  Poedarmita, (1992:118). Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:
a. Dalam pelayanan yang terlibat adalah manusia melakukan kegiatan,baik yang melayani maupun tidak melayani,yang berupa penyediaan segala kebutuhan orang yang akan dilayani.
b. Bahwa pelayanan unsur yang ditonjolkan adalah menyediakan kebutuhan orang lain agar orang tersebut merasa senang dan puas dari pelayanaan.
c. Bahwa dalam pelayanan yang terlibat bukan hanya satu orang tapi melibatkan banyak orang demi kepuasan banyak orang pula
d. Bahwa pelayanan yang ditonjolkan adalah unsur membantu orang dengan  mengharapkan adanya timbal balik dari yang dilayani tersebut
Ataupun dengan makna lain, bahwa pelayanan merupakan : upaya membuat kepuasan orang yang membutuhkan layanan terkait kualitas,aktivitas yang ditawarkan perorangan/organisasi kepada konsumen,dan terkait dengan suatu produk berupa barang atau jasa. Jadi pelayanan adalah pemberian bantuan atau perolongan kepada seseorang yang membutuhkan jasa pelayanan yang bermuara untuk memuaskan yang dilayani
Pengertian Bandar Udara
Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer :KM 68 tahun 2002 tanggal 02 oktober 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Bandar Udara. Maka Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima diklsifikasikan sebagai bandar udara kelas III dengan struktur organisasi,tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Bandar udara adalah unit pelaksana teknis dilingkungan direktorat jendral perhubungan udara yang ada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara
2. Bandar udara dipimpin oleh seorang kepala 
3. Bandar udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pengendalian dan pelayanan jasa ke bandar udaraan untuk menjamin keamanan,keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di bandar udara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggara dan pengendalian pelaksanaan lalulintas angkutan udara
b. Penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara
c. Penyedia dan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi,navigasi listrik pada bandar udara muhammad salahuddin bima
d. Penyelenggara dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran penumpang dan barang
e. Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygene dan sanitasi di bandar udara muhmmad salahuddin bima
f. Penyelenggara kegiatan kepegawaian keuangan,perlengkapan ,tata usaha serta rumah tangga
Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi sebagaimana di jelaskan di atas,bandar udara muhammad salahuddin bima dalam menuju peningkatan penerimaan negara bukan pajak itu perlu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pemakai jasa penerbangan di lingkungan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara No.Skep 83/V/2000 tanggal 23 Mei 2000 pasal 4 kedua administrasi keuangan bahwa bendahara penerima mempunyai tuas-tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan penagihan PJP, PJPU2, dan PJP4U kepada perusahaan-perusahaan penerbangan
2. Membuat pas untuk kendaran roda 4 dan roda 2 tahunan dan bulanan
3. Membuat pas masuk orang tahunan dan bulanan
4. Memproses surat perjanjian sewa tanah dan melakukan penagihan kepada pihakk-pihak pemakai jasa
5. Memproses perjanjian pemasangan papan relame didaerah bandara dan melakukan penagihan kepada pihak jasa
6. Menyetor seluruh pndapatan kepada negara dan pembukuannya 
7. Membuat laporan penerimaan kepada atasan
8. Setiap bendaharawan penerima wajib menata usahakan secara tertib dan teratur seluruh kegiatan penagihan penerimaan an penyetoran penerimaan bukan pajak
9. Bendaharawan penerima satuan tidak dibenarkan meiliki rekening bank sendiri
10. Bendaharawan penerimaan wajib menyimpan dengan baik dan aman atas  setiap dokumen perjanjian sewa bukti penagihan penyetoran dan pelaporan.
 Setiap bendaharawan wajib menyusun rencana penerimaan tahunan dan perkiraan penerimaan bulanan dan diberikan secara berjenjang kepada Sekretaris Direktorat Perubungan Udara Cq Kepala Bagian Keuangan.          Untuk suatu bidang atau unit kerja maka program kerja operasional didasarkan atas visi, misi, tujuan, saran dan kebijakan yang ada hubunganya dengan segala aspek fungsi bidang dan unit kerja yang brsangkutan.Agar program oprasional dapat dilaksanakan scara realistis dan tercapai apa yang diharapkan, maka diperlukan  upaya-upaya :
a. Penentuan pimpinan mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijaksaan dengan program kerja
b. Koordinasi atas program kerja tidak perlu secara menyeluruh, akan tetapi cukup dilakukan terhadap program kerja yang memang penting saja, hal ini dilakukan untuk menghindari pengendalian yang terlalu ketat dan mengurangi kebebasan dan motivasi karyawan.
c. Program kerja operasional hendaknya cukup sederhana
d. Setiap pimpinan unit memberikan konstribusinya dengan mengajukan program kerja operasional dari masing-masing unit.
e. Program kerja dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaina visi, misi, tujuan, sasaran untuk menunjang kelangsungan pendapatan.
Dimensi dan Pelayanan Publik
Ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya : ketepatan waktu pelayanan,akulturasi pelayanan,kesopanan dan keamanan dalam memberikan pelayanan,tanggung jawab,kemudahan mendapatkan pelayanan,kenyamanan dalam memperoleh pelayanan,dan atribut lainnya (kebersihan, ruang tunggu, AC dan sebagainya). Berdasarkan SK MEMPAN No. 81/1993 terdapat 8 unsur pelayanan publik :
1. Kesederhanaan
Kriteria ini mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan disenggelarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
2. Kejelasan dan kepastian
Mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : 1) prosedur tata cara pelayanan; 2) persyaratan pelayanan, teknis administrativ; 3) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan; 4) rincian biaya/tariff pelayanan dan tat cara pelayanannya; dan 5) jadwal waktu penyelesaian  pelayanan  
3. Keamanan
Kriteria ini mengandung arti proses dan hasil pelayanan dapat memberiakan  keamanan, kenyamanan, kepastian hukum pada masyarakat
4. Keterbukaan
Kriteria ini mengandung prosedur /tata cara persyaratan,satuan kerja/pejabat penanggung jawab, pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat,diminta atau tidak.
5. Efisiensi
Kriteria ini mengandung arti : 1) persyaratan pelayanan hanya dibatas hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian syarat pelayanan;             2) dengan tetap mempertahankan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan; 3) dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan apabila kelengkapan dari instansi lain terkait
6. Ekonomis
Mengandung  arti pengenaan biaya  pelayanan harus ditetapkan secara wajar  dengan memperhatikan : 1) nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya terlalu tinggi diluar kewajaran ;             2) kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan 3) ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku
7. Keadilan yang merata
Kriteria ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distibusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh masyarakat
8. Ketetapan waktu
Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan.
Pelayanan Bandara Udara Muhamad Salahudin Bima
Pendapatan Bandar Udara Muhamad Salahudin Bima adalah pendapatan dari jasa pelayanan atau tarif dalam penerimaaan  terhadap fasilitas yang ada dalam Bandar Udara Muhamad Salahuddin Bima.
Beberapa pelayanan yang terkait dengan pendapatan dalam Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima adalah:
a. Pelayanan jasa penerbangan
b. Pelayanan jasa penumpang pesawat udara
c. Pelayanan jasa pendratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U)
d. Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara
e. Sertifikasi bandar udara dan personil
f. Pemeriksaan kesehatan
Terkait dengan beberapa pelayanan yang menunjang pendapatan bandar udara adalah aktivitas yang segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program kerja maupun meningkatkan suatu pendapatan terhadap pelayanan tersebut maka perlu memperhatiakan kriteria dan kegiatan sebagai berikut:
1. Specific. pelayanan harus mengambarkan hasil spesifik yang diinginkan bukan pencapaiannya pelayanan harus memberikan arah dan tolak ukur yng jelas
2. Measurable;  pelayanan harus terukur dan dapat dipastikan waktu dan tingkat pencapaiannya
3. Aggressive but attainable. pelayanan harus dijadikan standar keberhasilan dalam satu tahun sehingga cukup menantang namun masih dalam ruang tingkat keberhasialn
4. Result oriented;  pelayanan harus mengespesikan hasil yang ingin dicapai dalam periode satu tahun.
Time bound;  pelayanan harus dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif pendek dalam beberapa menit beberapa hari beberapa bulan dan yang pasti tidak lebih dari satu tahun.

METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan gambaran mengenai Penerapan Biaya Pelayanan Jasa Terhadap Peningkatan Pendapatan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Asosiatif, merupakan penelitian yang menggunakan adanya hubungan antara variable dalam populasi melalui data hubungan antara variable dalam sampel, Penelitian ini dilaksanakan di  Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. Populasi dalam penelitian ini adalah, Bendahara Peneriman sebanyak 1 orang dan  Penumpang sebanyak 175 Jadi total populasi sebanyak 176 orang.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Setelah melihat gambaran secara obyektif dari responden penelitian, maka selanjutnya akan dijelaskan analisis atas data yang diperoleh berdasarkan tanggapan responden yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam kaitan ini akan dilakukan analisis univariat (analisis satu variabel) dari masing-masing variabel penelitian. Analisis univariat ini ditujukan untuk melihat kecenderungan tengah yang nampak secara objektif dari tanggapan responden atas pertanyaan dari pedoman wawancara yang disebarkan kepada merea, sebagaimana dijelaskan satu persatu sebagai berikut  :
Data Pendapatan dan Biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima Periode 2008-2009  
Salah satu yang menunjang dan mendukung kegiatan di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima adalah terkait dengan pendapatan dari jasa pelayanan  mencakup: Pelayanan jasa penerbangan, Pelayanan jasa penumpang pesawat udara, Pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara, Sertifikasi bandar udara dan personil dan Pemeriksaan kesehatan. 
Penerapan Biaya Jasa Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Penerapan biaya jasa pelayanan, yaitu  merupakan suatu biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas jasa di areal Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima baik oleh pengguna jasa maupun atas kegiatan yang menyebabkan pengenaan biaya atau sewa atas penggunaan biaya tersebut. Adapun jenis biaya yang dimaksud mencakup : (1) Pelayanan jasa penerbangan, (2) Pelayanan jasa penumpang pesawat udara, (3) Pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pe-sawat udara, dan (4) Sewa-sewa dan pas masuk dikawasan terbatas di Bandar Udara.
Untuk melihat penerapan biaya jasa pelayanan terhadap peningkatan pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima dapat menggunakan analisa regresi sederhana (Anton Dajan,  1983:376).
Hal ini berarti bahwa jika koefisien b = 0.9998 artinya kalau biaya pengenaan terhadap penggunaan jasa pelayanan pada penumpang atau pengguna fasilitas di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima akan berpengaruh terhadap naiknya pendapatan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima sebesar 0.9998 atau naik sebesar Rp.9.998 jika kenaikan sebesar Rp.1000. Dengan demikian bahwa pengenaan biaya jasa pelayanan terhadap peningkatan pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima berpengaruh signifikan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan negara bukan pajak di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima.
Penerapan Prinsip Pelayanan Jasa Penumpang Pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Penerapan prinsip pelayanan jasa penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima adalah sebuah model pelayanan kepada publik yang di dalamnya mengandung unsur-unsur berikut : a.   Kesederhanaan; b.  Kejelasan; c.  Keamanan; d.  Keterbukaan; e.   Efisien; f.   Ekonomis; g.  Keadilan; h.  Akurasi/ketepata waktu;  i.  Kedisiplinan; dan j.  Keramahan.
Penerapan prinsip kesederhanaan dalam pelayanan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima 
Pelaksanaan pelayanan kepada penumpang dimaksudkan yakni tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima sebelumnya, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut : adanya ketepatan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditargetkan; terintegrasi dengan aktivitas dan perilaku penumpang tanpa adanya gangguan dalam pelaksanaannya; adanya komitmen atau keterikatan secara psikologis yang dialami penumpang atau dengan kata lain penumpang tidak merasa dipaksa untuk menerima peraturan yang ada pada pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima; hemat dan efisiensi dalam penerapan pelayanannya; adanya keteraturan atau terciptanya stabilitas yang kondusif dalam pelayanan; nilai pemanfaatan sangat dirasakan oleh pegawai; adanya kepuasan penumpang dalam menerima peraturan tersebut; dan adanya keluwesan dalam beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.
Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima sekarang semakin mempermantap upaya pelayanan kepada penumpang dengan menerapkan pelayanan prima sebagaimana juga model pelayanan yang diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya akhir-akhir ini. Proses pelayanan model pelayanan prima di mana dalam memproses segala urusan pegawai pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima, selalu mengacu pada model atau ketentuan yang terkandung dalam model pelayanan prima. Model pelayanan prima dimaksud sebagaimana amanat Surat Keputusan Menpan Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.    Salah satu prinsip pelayanan prima yang akan diuji pada bagian ini yakni prinsip kesederhanaan. 
Kesederhanaan pelayanan di mana  kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh penumpang  yang melakukan pengurusan dengan penumpang.
Tanggapan responden tentang prinsip kesederhanaan dalam  pelayanan penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas atau dominan responden menjawab sangat sederhanai dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sebanyak 29 orang dari 44 responden atau mencapai 65,91 %.
Penerapan prinsip kejelasan dalam pelayanan penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Ketika dalam memberikan pelayanan diutamakan agar menjadi petugas yang informatif bagi pelanggan, karena setiap pelanggan  membutuhkan informasi. Jangan sampai terjadi para pelanggan yang menanyakan masalah tingkat pengurusan kaitan dengan penumpang, di mana para petugas tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Hal tersebut akan membuat pengurus kaitan dengan penumpang menjadi kecewa.
Dimaksudkan dengan kejelasan dalam pelayanan di mana kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan mengenai : prosedur tata cara pelayanan; persyaratan pelayanan, teknis administratif; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan; rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan  jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima bahwa penerapan prinsip kejelasan dalam pelayanan mayoritas responden menjawab sangat jelas dan pasti dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sebanyak 30 orang dari 44 responden atau mencapai 68,18 %.
Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mengandung unsur jelas persyaratan teknis dan administrasinya sebagai penerapan prinsip kejelasan dalam pelayanan tersebut dinilai sangat jelas. Atau dengan kata lain, prosedur tata cara pelayanan jelas persyaratan teknis dan administrasinya.
 Penerapan prinsip akurasi dalam pelayanan penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Ketika memberikan pelayanan penumpang, berikanlah pelayanan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, artinya jika dimungkinkan jangan sampai berbuat kesalahan di depan penumpang yang mengurus kaitan dengan dokumen penumpang sehingga tampak oleh penumpang bahwa petugas Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima adalah mereka yang bekerja dengan penuh teliti.
Dimaksudkan dengan kriteria prinsip akurasi ketepatan pelayanan ini yakni mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan mengandung unsur kebenaran, ketepatan, prinsip kesahan sesuai ketertentuan yang telah ditentukan.  
Untuk mengetahui, apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai selaku petugas pemberi pelayanan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima  mengandung unsur kebenaran sebagai salah satu wujud prinsip akurasi pelayanan.       
Tanggapan responden tentang kebenaran pelayanan sebagai salah satu wujud prinsip akurasi pelayanan ketika melakukan pengurusan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas responden menjawab sangat tepat dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat tepat sebanyak 31 orang dari 44 responden atau mencapai 70,45 % responden.
Dengan demikian, kebenaran pelayanan sebagai salah satu wujud prinsip akurasi pelayanan ketika melakukan pengurusan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima  ketika melakukan pengurusan kaitan dengan penumpang tersebut dinilai sangat tepat. Atau dengan kata lain, cara pelayanan yang diselenggarakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan.
Penerapan    prinsip     kelengkapan    sarana  dan   prasarana   dalam pelayanan penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Prinsip pelayanan lain yang perlu ada bagi pelaksanaan pelayanan bagi penumpang yakni tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
Sejumlah indikator prinsip kelengkapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pelayanan terhadap penumpang dimaksud yakni  : pertama,  tersedianya sarana kerja; kedua, tersedianya prasarana kerja; ketiga, tersedianya peralatan kerja;  keempat, tersedianya pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi; dan kelima, tersedianya sarana informatika (telematika).
Tanggapan responden tentang ketersediaan sarana kerja pada saat pelayanan yang diberikan oleh pegawai selaku petugas pemberi pelayanan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas responden menjawab sangat lengkap dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat lengkap sebanyak 30 orang dari 44 responden atau mencapai 68,18% responden.
Dengan demikian, ketersediaan sarana kerja pada saat pelayanan yang diberikan oleh pegawai selaku petugas pemberi pelayanan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima ketika melakukan pengurusan kaitan dengan kepegawaian tersebut dinilai sangat lengkap. Atau dengan kata lain, cara pelayanan yang diselenggarakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan.
Penerapan prinsip kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
Pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ketika memberikan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
Indikator kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pelayanan ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan pelayanan seorang pemberi pelayanan harus disiplin, sopan dan santun, ramah, dan ikhlas dalam memberikan pelayanan.   
Tanggapan responden tentang disiplin dalam memberikan pelayanan ketika melakukan pengurusan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas responden menjawab sangat disiplin dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat disiplin sebanyak 31 orang dari 44 responden atau mencapai 70,45%.
Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai selaku pemberi pelayanan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima ketika melakukan pengurusan tersebut dinilai sangat disiplin. Atau dengan kata lain, cara pelayanan yang diselenggarakan benar-benar mengikuti aturan pelayanan yang telah ditentukan sebelumnya.
Di samping harus mengandung unsur kedisiplinan yang dituntut dari suatu kegiatan pelayanan, unsur lain yang juga dibutuhkan pegawai yakni keramahan ketika memberikan pelayanan.   
Tanggapan responden tentang keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan ketika melakukan pengurusan dokumen penumpang pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas responden menjawab sangat ramah dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat ramah sebanyak 29 orang dari 44 responden atau mencapai 65,91%.  
Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima ketika melakukan pengurusan kaitan dengan urusan kepegawaian tersebut dinilai atau dikategorikan sangat ramah. Atau dengan kata lain, cara pelayanan yang diselenggarakan benar-benar penuh dengan kekeluargaan.
Selain mengandung unsur disiplin dan ramah, maka unsur lain yang dituntut dari suatu kegiatan pelayanan yakni adanya kesopanan. 
Tanggapan responden tentang kesopanan pegawai selaku petugas dalam memberikan pelayanan ketika melakukan pengurusan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima mayoritas responden menjawab sangat sopan dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat sopan sebanyak 32 orang dari 44 responden atau mencapai 72,73% .
Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima ketika melakukan pengurusan kaitan dengan urusan kepegawaian tersebut dinilai atau dikategorikan sangat sopan. 
Berdasarkan ketiga sub variabel prinsip kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam kegiatan pelayanan, baik prinsip kedisiplinan (70,45%), prinsip keramahan (65,91%), maupun unsur kesopanan (72,73 %), maka rata-rata nilainya yakni 69.70%
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1. Penerapan Biaya Jasa Pelayanan berpengaruh terhadap  Peningkatan Pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. Hal ini berarti bahwa jika koefisien b = 0.9998 artinya kalau biaya pengenaan terhadap penggunaan jasa pelayanan pada penumpang atau pengguna fasilitas di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima akan berpengaruh terhadap naiknya pendapatan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima sebesar 0.9998 atau naik sebesar Rp.9.998 jika kenaikan sebesar Rp.1000. Dengan demikian bahwa pengenaan biaya jasa pelayanan terhadap peningkatan pendapatan pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima berpengaruh signifikan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan negara bukan pajak di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima.
2. Penerapan Prinsip Pelayanan Jasa Penumpang Pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh penilaian responden melalui penyebaran kuesioner dengan indikator : Prinsip Kesederhanaan Pelayanan  penilaian responden sangat sederhana (65,91%), Prinsip Kejelasan Pelayanan  penilaian responden sangat jelas (68,18%), prinsip akurasi dalam pelayanan penumpang penilaian responden sangat tepat (72,73%), prinsip  kelengkapan    sarana  dan   prasarana   dalam pelayanan penilaian responden sangat lengkap (68,18%),  Prinsip Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pelayanan Ketika Melakukan Pengurusan dalam Pelayanan penilaian responden rata (69,70%). Jadi kesimpulannya bahwa Penerapan Prinsip Pelayanan Jasa Penumpang Pada Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima telah dilaksanakan dengan sangat baik hal ini berdasarkan penilaian responden rata-rata 68,94%.
Saran-Saran
1. Seyogya Kepala Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima membuat kebijakan dalam bentuk Keputusan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkup Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima.
2. Diharapkan kepada pihak Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang maupun keluarga yang mengantar dengan menyediakan tempat duduk diruang tempat menunggu dekat pintu masuk, sehingga para calon penumpang atau keluarga pengantar tidak berdiri atau duduk dilantai.
3. Seyogyanya pihak Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima dalam memberikan pelayanan   jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat dengan menyediakan fasilitas yang lengkap, sehingga ada umpan balik antara biaya yang dikeluarkan dengan pelayanan yang diberikan, sehingga pengguna dapat merasa puas.
Diharapkan kepada Kepala Bandar Udara untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pintu masuk terminal dengan menyediakan fasilitas yang baik terutama tempat parkir mana parkir kendaraan roda empat maupun roda dua secara terpisah, dalam mendukung pelayanan prima kepada calon penumpang maupun keluarga yang mengantar atau siapa saja yang masuk pada areal terbatas Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima
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